KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1193 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1099 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHAP KEDUA
DALAM BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT, KELOMPOK
MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PEMERINTAH DAERAH LAIN
DAN PEMERINTAH SERTA PARTAI POLITIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RURERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA.,

Maonimbang ©  a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 10909 Tahun 2014
telah diberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tahap kedua
dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Pemerintaly Daerah lain dan

Pemerintah serta partai politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014,

b. bahwa dalam rangka mengakomodir pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada
awal tahun, maka Keputusan Gubernur Nomor 1099 Tahun 2014
sebagaimana tersebut dalam huruf a, periu disempurnakon,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1092 Tahun 2014 tentang
Pemberian Hibah, Bantuan Socsial dan Bantuan Keuangan Tahap Kedua
Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok
Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Dacrah Lain dan
Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentany Keuangan Negara,
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Fartanaaunajowahan Panaaurann Reriime Kiunkmiddm b Pbesn midiisg

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
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20. Keputusan Gubernur Nomor 1099 Tahun 2014 tentang Pemberian
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahap Kedua Dalam
Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok
Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan
Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

GUBERNUR NOMOR 1099 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHAP KEDUA DALAM
BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT,
KELOMPOK  MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN PEMERINTAH SERTA PARTAI
POLITIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal |

Ketentuan diktum KETIGA dalam Keputusan Gubernur Nomor 1099 Tahun
2014 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
Tahap Kedua Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat,
Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah
Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai berikut:

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pasal |l

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatar}’_gaL_\gZ Juli 2014
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. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi DKI| Jakarta

. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI| Jakarta

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DK lakarta



